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ABSTRACT 

 
The causes of divorce are varied, with one significant factor being parental 
pressure. This research addresses the dilemma of whether to maintain the 
household or comply with parental wishes. The study employs the library research 
method. When prioritizing between obeying parental orders to divorce and 
choosing to maintain the household, both positive law in Indonesia and Islamic law 
are aligned on this matter. It is permissible not to follow parental divorce 
commands as long as these orders lack strong justification and do not result in any 
benefit. 
 
Keywords: Divorce, External Pressure, Positive Law In Indonesia, Islamic Law 
 

ABSTRAK 
 

Penyebab terjadinya perceraian tentunya ada banyak faktor, salah satunya atas 
dasar desakan orang tua. Penelitian ini menjawab dilema antara mempertahankan 
rumah tangga atau mengikuti kehendak orang tua. Penelitian ini menggunakan 
metode libary reseach. Dalam prioritas antara perintah orang tua menceraikan 
pasangan dan memilih mempertahankan rumah tangga. hukum positif di 
Indonesia dan hukum Islam tidaklah bebeda dalam hal ini, yakni diperbolehkan 
tidak mengikuti perintah perceraian orang tua asalkan perintah perceraian tersebut 
tidak berdasarkan alasan yang kuat dan tidak ada kebaikan didalamnya. 
 
Kata Kunci: Cerai, Desakan Eksternal, Hukum Positif Di Indonesia, Hukum Islam 
 

A. Pendahuluan 

Perceraian tidak hanya dapat 

terjadi pada rumah tangga yang 

bermasalah saja, bahkan dalam 

suatu situasi, pasangan yang 

harmonis pun terkadang tidak luput 

dari perceraian. Faktor terjadinya 

perceraian tidak hanya bersumber 

dari permasalan internal saja, 

terkadang faktor eksternal kian 

menggrogoti tiang pondasi keluarga 

yang lama dibangun bersama dengan 

alasan apapun. 

Sebagai contoh belum lama ini 

yang sempat viral di media sosial, 

dimana seorang wanita yang 

menceritakan keluh kesahnya di 

sebuah pengajian tentang bagaimana 

gejolak rumah tangganya, dimana ia 

terpaksa diceraikan oleh suaminya 

atas desakan ibu sang suami, 

keputusan sang suami menceraikan 
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sang isteri berdasarkan bir al 

walidayn. 

Tentunya diluar sana banyak 

keluarga-keluarga yang mengalami 

polemik yang sama, delima seorang 

suami antara prioritas orang tua dan 

istri dalam perceraian, satu sisi dalil-

dalil tentang anjuran untuk 

mempertahankan rumah tangga 

cukup banyak, salah satunya: 

 

Dari Ibnu Umar, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Perbuatan halal yang paling dibenci 

Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu 

Dawud dan Ibnu Majah. Hadits 

Shahih menurut Hakim. Abu Hatim 

lebih menilainya Hadits Mursal) 

(Atsqalani, 1994). 

Belum lagi dampak dari 

perceraian terhadap istri, suami, dan 

kesejahteraan anak-anaknya. 

Sedangkan disisi lain 

memprioritaskan kepentingan orang 

tua dari lainnya juga lebih 

diutamakan, baik dalam Syariat Islam 

maupun hukum dan adat yang 

berlaku di Indonesia. Jika kita 

berbicara tentang dalil tentang 

pentingnya menghormati orang tua 

tentunya ada banyak sekali, salah 

satunya: 

وَقضََىٰ رَبُّكَ ألََّا تعَْبُدُوا إِلَّا إيِااهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ  

ا يَبْلغُنَا عِنْدَكَ  الْكِبرََ   أحََدُهمَُا أوَْ   إِحْسَاناً ۚ إمِا

ٍّ وَلََّ تنَْهَرْهمَُا وَقلُْ   كِلََهمَُا فَلََ تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

 لهَُمَا قوَْلًَّ كَرِيمًا 

Dan Tuhanmu telah 

memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan 

hendaklah berbuat baik kepada ibu 

bapak. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai 

berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah engkau mengatakan 

kepada keduanya perkataan “ah” dan 

janganlah engkau membentak 

keduanya, dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik."  

Lalu dalam salah satu hadith 

Nabi di sebutkan pula: 

هُمَا -، عَنْ النَّبِيِ -   ُ عَن ْ وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللََّّ

صلى الله عليه وسلم -  قَالَ: »رضَِا اللََِّّ فِ رضَِا الْوَالِدَيْنِ، 

  ، مِْذِيُّ وَسَخَطُ  اللََِّّ فِ سَخَطِ  الْوَالِدَيْنِ «. أَخْرَجَهُ التّيِ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْْاَكِمُ   وَصَحَّ

Ridha Allah terletak pada 

ridhanya kedua orang tua, dan 

amarah Allah terletak pada 

amarahnya kedua orang tua. 

(Atsqalani, 1424). 
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Serta islam juga mewajibkan 

anak untuk mematuhi perintah orang 

tua, sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam hadith berikut: 

 

Taatilah ayahmu selama dia 

masih hidup dan tidak mendurhakai 

dia (Hambal, 2021). 

Oleh karena itu, penulis ingin 

meneliti lebih jauh tentang mana 

yang lebih diprioritaskan, antara 

perceraian atas tekanan orang tua 

atau tetap mempertahankan keluarga 

jika ditinjau secara hukum positif dan 

hukum Islam (Shabrina & Widarto, 

2024). 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif berbasis literatur 

untuk menggali pemahaman yang 

mendalam tentang tinjauan hukum 

positif di indonesia dan hukum islam 

terhadap perceraian berdasarkan 

tekanan pihak eksternal. Data 

dikumpulkan melalui sumber-sumber 

hukum yang relevan, seperti undang-

undang, peraturan, buku, artikel 

jurnal, serta pendapat ulama’ klasik 

dan kontemporer melalui kitab-kitab 

fikih terkait pembahasan (Suparli, 

2023). 

 

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Tujuan Perkawinan dalam 

hukum positif di Indonesia 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari 

perkawinan antara suami dan istri 

adalah untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan 

langgeng berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Undang-undang 

tersebut juga menjelaskan bahwa 

suami dan istri harus saling 

membantu dan melengkapi agar 

keduanya dapat mengembangkan 

kepribadian masing-masing serta 

mencapai kesejahteraan baik 

secara spiritual maupun material.  

Hilman menambahkan bahwa 

pembentukan keluarga yang 

bahagia sangat berkaitan dengan 

keturunan, di mana pemeliharaan 

dan pendidikan anak-anak menjadi 

hak dan kewajiban orang tua. Oleh 

karena itu, tujuan perkawinan 

menurut undang-undang adalah 

untuk kebahagiaan suami istri, 

memperoleh keturunan, dan 

menegakkan nilai-nilai keagamaan 

dalam keluarga yang bersifat 

orang tua-anak (Hadikusuma, 

2007). 

Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan 
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bahwa tujuan perkawinan adalah 

untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal. 

Hal ini berarti bahwa perkawinan 

tidak boleh dilaksanakan hanya 

untuk sementara waktu atau dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya. Oleh karena itu, 

perkawinan kontrak, yang hanya 

dilaksanakan untuk sementara 

waktu, tidak diperbolehkan. 

Oleh karena itu  tidak 

diperkenankan perkawinan yang 

hanya dilangsungkan untuk 

sementara waktu saja seperti 

kawin kontrak.   

Untuk mencapai tujuan 

perkawinan, para pihak yang 

melaksanakan perkawinan harus 

melakukan pendekatan dengan 

cara: 

a. Kedua belah pihak harus 

bersedia untuk saling 

berkorban. Tanpa adanya 

pengorbanan dari masing-

masing pihak yang memiliki 

latar belakang kehidupan yang 

berbeda, maka akan sangat 

sulit untuk mencapai tujuan 

luhur dari perkawinan. 

b. Kedua belah pihak harus 

memiliki budi pekerti yang tinggi 

sebagai upaya untuk 

mewujudkan rumah tangga 

yang baik, karena keluhuran 

tidak dapat dipisahkan dari 

pengertian akhlak dan moral 

(Huda, 2022). 

Menurut  Undang-undang  

No.1  Tahun  1974  tujuan  

perkawinan adalah  membentuk  

keluarga  (rumah  tangga)  yang  

bahagia  dan  kekal. Tujuan ini 

dapat dicermati menjadi tiga hal: 

a. Pertama,  suami  istri  saling  

bantu membantu  serta  saling  

lengkap-melengkapi. 

b. Kedua, masing-masing dapat 

mengembangkan   

kepribadiannya dan untuk 

pengembangan kepribadian itu 

suami istri harus saling 

membantu. 

c. Ketiga,  tujuan  terakhir  yang  

ingin  dikejar  oleh  keluarga  

bangsa Indonesia   ialah   

keluarga   bahagia   yang   

sejahtera   spiritual   dan 

material.  

Perkawinan yang bertujuan 

untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan langgeng berarti 

bahwa perkawinan harus 

berlangsung seumur hidup dan 

tidak dapat diakhiri begitu saja. 

Pemutusan perkawinan karena 
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alasan selain kematian diatur 

dengan pembatasan yang ketat. 

Perceraian hanya boleh menjadi 

pilihan terakhir setelah semua 

upaya lain tidak berhasil. Selain 

itu, pembentukan keluarga yang 

bahagia dan langgeng harus 

didasarkan pada Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sesuai dengan asas 

pertama dalam Pancasila 

(Burhanudin, 2017). 

Karena tujuan perkawinan 

adalah untuk membentuk keluarga 

yang bahagia, langgeng, dan 

sejahtera, undang-undang 

perkawinan di Indonesia dirancang 

untuk mempersulit terjadinya 

perceraian. Perceraian hanya 

dapat dilakukan jika ada alasan-

alasan tertentu dan harus diproses 

melalui sidang pengadilan 

(Syarifuddin, 2006). 

Dalam hukum positif di 

indonesia, upaya mempertahankan 

kelangsungan ikatan pernikahan 

mempelai salah satunya terdapat 

pada KHI, yang didalamnya 

menyatakan tentang pernikahan 

seharusnya didasarkan 

persetujuan calon mempelai. 

Dalam KHI disebutkan: 

a. Perkawinan didasarkan atas 

persetujuan calon mempelai  

b. Bentuk persetujuan calon 

mempelai wanita, dapat dengan 

pernyataan  tegas  dan  nyata  

dengan  tulisan,  lisan  atau  

isyarat  tapi dapat  juga  berupa  

diam  dalam  arti  selama  tidak  

ada  penolakan secara tegas 

(Iskandar, 2016). 

Pasal ini memiliki kesamaan 

dengan pasal 28 Burgerlijk 

Wetboek yang yakni: 

Asas perkawinan 

menghendaki adanya persetujuan 

bebas dan calon suami dan calon 

istri. 

Sedangkan jika orang tua 

enggan menikahkan anaknya, 

maka wali hakim yang berhak 

menjadi wali. Hal ini tertera pada 

KHI, yakni: 

Dalam hal wali adlal atau 

enggan maka wali hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah 

setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut 

(Mansur, 2021). 

Dari apa yang telah diuraikan 

di atas, jika kita kaitkan kepada 

prioritas antara mempertahankan 

perkawinan dan perceraian akibat 

tekanan orang tua, maka dapat 

dijabarkan sebagi berikut, pertama, 

dalam hal perkawinan yang 
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hendak dilangsungkan, 

persetujuan kedua calon mempelai 

lebih diutamakan daripada 

persetujuan orang tua. terlebih jika 

perkawinan sudah dilangsungkan, 

maka seharusnya orang tua tidak 

berhak mencampuri urusan rumah 

tangga anaknya, sebab pernikahan 

yang berlangsung merupakan 

komitmen yang dijalin oleh kedua 

mempelai seperti yang tertera 

pada pasal 16 KHI, yakni atas 

persetujuan calon mempelai. 

Kedua, dalam pasal 3 KHI 

disebutkan tentang tujuan 

pernikahan, yakni: 

Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah. 

Maka tekanan orang tua 

untuk menceraikan pasangan 

anaknya tentu saja menyalahi 

aturan pada pasal tersebut. 

Rumah tangga yang harusnya 

dipertahankan hingga tercapainya 

keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah, harus 

hancur karena kepentingan 

pribadi. 

Ketiga, perceraian, hal ini 

tidak sejalan dengan tujuan 

perkawinan itu sendiri. Perceraian  

terkadang bukanlah sebuah jalan 

keluar terbaik, perceraian bisa saja 

menjadi Domino effect yang 

berdampak bukan hanya antara 

suami dan istri saja, keluarga 

kedua belah pihak, serta bagi 

kesejahteraan anak-anak mereka 

dan permasalahan lainnya. 

Dan hal yang perlu digaris 

bawahi disini adalah 

mempertahankan pernikahan 

adalah hak kedua calon mempelai, 

yang tentunya mereka yang lebih 

tahu hubungan tersebut harus 

dilanjutkan atau tidaknya, dan 

undang-undang memberi 

kebebasan penuh terhadap 

hubungan pernikahan yang terjalin. 

Jika pasangan bersikukuh untuk 

tetap melanjutkan hubungan 

tersebut walaupun yang terjalin 

adalah hubungan yang tidak sehat, 

maka hal tersebut tidak baik juga 

dalam hubungan kekeluargaan. 

Karena kembali lagi, asas 

perkawinan adalah atas 

persetujuan mempelai yang 

tujuannya adalah agar tercapai 

keluarga yang Sakinah, 

Mawaddah, Wa Rahmah. 

2. Perceraian atas tekanan orang 

tua perspektif Hukum Islam 
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Dalam Islam, perceraian 

yang didasarkan perintah orang 

tua dapat kita cermati pada hadith 

berikut (Nawawiy, 2021): 

أبي داود والترمذي عن    وروينا في سنن 

كان تحتي   ابن عمر رضي الله عنهما قال  

يكرهها،  عمر  وكان  أحبها،  وكنت  امرأة 

عمر رضي  فأتى  فأبيت،  طلقها،  لي  فقال 

الله عنه النبي )صلى الله عليه وسلم( فذكر  

النبي )صلى الله عليه وسلم(  ذلك له،   فقال 

 .طلقها قال الترمذي حديث حسن صحيح

Diriwayatkan kepada kami 

pada Sunan Abu Dawud dan 

Sunan At-Tirmidzi dari sahabat 

Ibnu Umar RA yang mengatakan: 

Aku beristri seorang perempuan 

yang kucintai. Tetapi Umar ayahku 

tidak menyukainya. Ia berkata, 

“Ceraikanlah perempuan itu!” 

tetapi aku enggan melakukannya. 

Ayahku kemudian mendatangi 

Rasulullah SAW dan menceritakan 

masalah kami. Rasulullah SAW 

kemudian berkata, “Ceraikanlah 

istrimu wahai Ibnu Umar.’’ Imam 

Al-Tirmidziy berkata, “Ini hadith 

hasan sahih” (Tirmizi, 2022). 

بْنُ   سفُْيَانُ  حَداثنََا  قَالَ:  عمَُرَ  أبَِي  ابْنُ  حَداثنََا 

عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الساائِبِ، عَنْ أبَِي عَبْدِ  

أنَا   الدارْدَاءِ،  أبَِي  عَنْ   ،ِ السُّلمَِي  حْمَنِ  الرا

ي   أمُ ِ وَإنِا  امْرَأةًَ  لِيَ  إنِا  فَقَالَ:  أتَاَهُ  رَجُلًَ 

سَمِعْتُ   الدارْدَاءِ:  أبَوُ  قَالَ  بطَِلََقهَِا،  تأَمُْرُنِي 

يَقوُلُ:   وَسَلامَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّا صَلاى   ِ اللَّا رَسوُلَ 

شِئْتَ  فَإنِْ  الجَناةِ،  أبَْوَابِ  أوَْسَطُ  الوَالِدُ  »

احْفَظْهُ« قَالَ: وَقَالَ ابْنُ  أوَْ الباَبَ ذَلِكَ فَأضَِعْ 

وَرُبامَا   ي  أمُ ِ إنِا  قَالَ سُفْيَانُ:  رُبامَا  أبَِي عمَُرَ: 

عَبْدِ   وَأبَوُ  صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  وَهَذاَ  أبَِي،  قَالَ: 

ِ بْنُ حَبِيبٍّ  حْمَنِ السُّلمَِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّا  الرا

Ada seseorang yang datang 

meminta nasihat kepada sahabat 

Abu Darda’. Seseorang itu 

diperintahkan oleh ibunya untuk 

menceraikan istrinya. “Aku tidak 

memerintahkanmu menceraikan 

istrimu. Tetapi aku juga tidak 

memerintahkanmu untuk 

mendurhakai ibumu,” kata Abu 

Darda RA. “Namun aku akan 

menceritakan ucapan yang 

kudengar dari Rasulullah SAW, 

‘Ayah pintu paling tengah surga 

kelak. Penuhilah haknya, atau sia-

siakan sama sekali.” Orang itu 

kemudian menjatuhkan talak tiga 

untuk istrinya. 

Dari dalil-dalil di atas dapat 

dikatakan bahwa interfensi orang 

tua sangat kuat dalam perceraian, 

karena memang Islam sangat 

menjunung tinggi Akhlaq Al-

Karimat, terutama kepada orang 

tua. Sudah selayaknya untuk lebih 

mementingkan kepentingan orang 

tua dari pada kepentingan sendiri 



   Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,  
ISSN Cetak: 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950  

  Volume 09 Nomor 02, Juni 2024 
 

383 
 

demi meraih ridhanya, sebab 

dalam hadith disebutkan 

(Hafnawiy, 2000): 

ِ بْنِ عمَُرَ   ُ عَنْهُمَا-وَعَنْ عَبْدِ اللَّا ، -رَضِيَ اللَّا

  ِ النابِي  وسلم    -عَنْ  عليه  الله  قَالَ:   -صلى 

ِ  رِضَا  » ِ وَسَخَطُ  الْوَالِدَيْنِ،  رِضَا  فِي  اللَّا اللَّا

،  الْوَالِدَيْنِ سَخَطِ  فِي   الت رِْمِذِيُّ أخَْرَجَهُ   .»

حَهُ ابْنُ    .حِباانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحا

Ridha Allah terletak pada 

ridhanya kedua orang tua, dan 

amarah Allah terletak pada 

amarahnya kedua orang tua. 

Menurut Muhammad bin 

Salih al-‘Uthaymin dalam kitabnya 

Syarah Riyad al-Salihin 

berpendapat, tidak semua perintah 

orang tua untuk mentalak istrinya 

harus ditaati. Jika ayah atau ibumu 

memerintahkanmu untuk 

menceraikan istrimu, sedangkan 

kamu mencintainya, dan di dalam 

perintah mentalaknya tidak ada 

unsur syar’i, maka janganlah 

mentalaknya, karena ini adalah 

kebutuhan pribadi yang tidak boleh 

diganggu siapapun antara seorang 

lelaki dan istrinya. 

Pendapat Muhammad bin 

Salih al-‘Uthaymin ini adalah 

pengejawantahan dari komentar 

Imam Ahmad terhadap hadith Ibn 

Umar di atas. 

Seseorang pernah meminta 

fatwa kepada Imam Ahmad 

tentang ayahnya yang 

menyuruhnya untuk mentalak 

istrinya, sedang ia masih mencintai 

istrinya tersebut, lalu Imam Ahmad 

memerintahkan untuk jangan 

mentalaknya. Kemudian orang 

tersebut berkata: “bukankah Nabi 

memerintahkan Ibn Umar mentalak 

istrinya karena diperintah Umar?” 

lalu Imam Ahmad menjawab: 

“apakah ayahmu Umar? Kita 

mengetahui secara pasti bahwa 

tidaklah Umar memerintahkan 

talak kepada Ibn Umar tanpa 

sebab Syar’i, dan Ibn Umar 

mungkin tidak mengetahuinya, 

sebab mustahil Umar 

memerintahkan Ibn Umar mentalak 

istrinya untuk memisahkan antara 

keduanya tanpa unsur Syar’i, hal 

tersebut tidaklah mungkin” (Al-

‘Uthaymin, 2022). 

Hafnawiy dalam Fatwanya 

berpendapat bahwa ada dua 

kondisi berbeda dalam hal perintah 

talak oleh orang tua kepada 

anaknya: 

Pertama, jika ditemukan 

sebab Syar’i atas perintah talak 

oleh orang tua tersebut, seperti 

sang istri merupakan orang yang 
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berperangai buruk, dan segala 

cara telah dilakukan tidak bisa 

mendamaikannya, maka dalam 

kondisi ini anak boleh menuruti 

perintah talak tersebut. 

Kedua, jika tidak ditemukan 

sebab Syar’i dalam perintah 

perceraian tersebut, seperti 

sekedar rasa cemburu orang tua 

kepada menantu, sedangkan sang 

menantu adalah wanita yang 

shalihah, taat kepada Allah, 

memenuhi hak suami dan anak-

anaknya, maka tidak boleh 

memenuhi perintah orang tuanya 

untuk menceraikan istrinya. Dalam 

hal ini, jalan yang harus diambil 

adalah sang anak harus membujuk 

orang tuanya, memberi pengertian 

dengan bahasa yang halus, 

sehingga orang tua tidak lagi 

menuntutnya untuk menceraikan 

istrinya (Hafnawiy, 2012). 

Dari sini sudah sangat jelas, 

bahwa anak dapat menolak 

perintah orang tua dalam hal 

bercerai, selagi perintah tersebut 

tidak ada unsur syar’i atau 

kemaslahatan didalamnya dan 

juga harus tetap mempertahankan 

hubungan baik dengan orang tua. 

 

 

D. Kesimpulan 

Dalam hukum positif di 

Indonesia, sebuah perkawinan ber-

asas-kan persetujuan calon 

mempelai. Hal ini mengindikasikan 

bahwa rumah tangga sudah 

selayaknya dijalankan tanpa adanya 

gangguan pihak eksternal, dan 

pernikahan itu sifatnya kekal, dalam 

artian undang-undang mempersulit 

adanya perceraian.  

Selaras dengan hukum positif di 

Indonesia, hukum islam, dalam hal ini 

para Ulama’ berpendapat bahwa 

pasangan dapat mengingkari perintah 

perceraian oleh orang tua jika 

perintah perceraian tersebut tidak 

terdapat unsur Syar’i di dalamnya. 
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